BAB VI
PENUTUP

6.1 Kesimpulan
Dari hasil penelitian dan pembahasan diatas, dapat diambil kesimpulan
bahwa Efektivitas Penerapan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah

(SIPKD) yang dilakukan pada Pemerintah Daerah Kota Kupang adalah

sebagai berikut:

1. Efektivitas Penerapan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah
Dilihat dari Input, Proses, output pada Modul-modul SIPKD serta
Indikator Efektivitas Sistem Informasi yakni Keamanan data, Waktu,
Ketelitian, Variasi laporan atau Output, Relevansi termasuk dalam ketegori
Efektif dimana rata-rata jawaban responden untuk 5 Modul SIPKD adalah
81,6% dan rata-rata jawaban responden untuk indikator efektivitas sistem
informasi adalah 82,1%.

2. Faktor-faktor yang menghambat dalam penerapan Sistem Informasi
Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) adalah (1) Sumber Daya Manusia
pada OPD yang belum memadai dari sisi kualitas (2) Jaringan internet
yang sering mengalami gangguan, (3) Kurangnya pelatihan/bimbingan
teknik dalam penerapan aplikasi SIPKD sehingga pemahaman para
pegawai terhadap keuangan daerah belum di implementasikan sepenuhnya
dalam aplikasi Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah, (4)
Penggunaan aplikasi SIPKD masih sangat terbatas yakni hanya berpusat

pada Badan Keuangan Daerah Kota Kupang.
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6.2 Saran

Berdasarkan hasil pembahasan terhadap efektivitas penerapan Sistem

Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) yang dilaksanakan oleh

Pemerintah Daerah Kota Kupang, maka saran yang diberikan penulis adalah:

1.

Pemerintah Daerah Kota Kupang perlu memberikan pelatihan terhadap
semua yang terlibat dalam menggunakan Sistem Informasi Pengelolaan
Keuangan Daerah (SIPKD) untuk lebih meningkatkan keterampilan
Sumber Daya Manusianya dalam melakukan proses pengoperasian
SIPKD seperti input, proses dan output khususnya pada bagian modul
pelaksanaan dan penatausahaan serta modul akuntansi dan pelaporan
sehingga mengurangi terjadinya kesalahan penginputan data.
Meningkatkan atau menjaga kestabilan arus listrik untuk menghindari
data yang belum tersimpan ketika terjadi aliran listrik serta menjaga agar
jaringan internetnya tidak mengalami gangguan.

Pemerintah Kota Kupang sebaiknya melakukan pelatihan atau bimbingan
teknis kepada semua pegawai terkait aplikasi SIPKD kurang lebih 2
bulan sekali agar pemahaman mereka terkait SIPKD ini semakin baik
dari sebelumnya terutama dalam input, proses dan output pada setiap

modul-modul dalam SIPKD.
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